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WALIKOTA . TUAL
FROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR ©4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan prograul dan
kegiatan administrasi kependudukan yang bersumber
dart Anggsran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
semual kelentuan pasal 87A Undang-undang Nomor 24
Taghun 2013 tetang Perubshan Atas  Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2006  tentang Adminiswrasi
Kependudikan;

bahwa Berdesarkan — pertimbangsr sebagaithans
dimaksud  dalam  hurf e, pern membentuk
Peraturan Deersh tentang Penyclenggeraan Administrasi
Kependudukan.

Preal 18 ayat (6) Undang- Undang Desar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; )

Undang-Undang Nomor &0 -Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 2% Tahtm 1957
tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Swatentra Tingkat
1 Dalem, Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluknu
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1958

‘Nomor 111, Tambahan .Lembaran Negara Republik

Indonesia Namor 1645);

Undang-Undang Nomer - 1 Tahun 1974  tentang

perkawinan . (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘“Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran MNegara

Republik Indonesia Nomor 30149); ;

Undang-Undang  Notmor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian ~(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunt 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomeor 39 Tahun 1999 entang Hek
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan “hembaran Negara
Re publik Indonesia Nomor 38BO6);

Undang-Undang  Noemor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telahh  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Lemparan Negara Republik Indonesa
Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235)




-
H

10.

11.

- 13,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2003 Nomer 47, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudulkan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 temang Perubahan atss Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 5475);

Undang-Utdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusai dan
Pemenntah Daerah (Lémbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4438}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nemor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talun 2007 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4747};

. Undang-Undeng Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5216];

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 {entang

15.

16,

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralkvat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182 Tambahlin Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 5586

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran ~Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana
telah  diubah  denpan  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Penpganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentanag Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lenbaran  Negara, Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2015 Nomor 5657), dan Lnd:aang-Undang
Nomor 9 Tabhun 2010 [entang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

17.Peraturan  Presiden Republik Indonesia  Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pengesahan, Penpundangan dan
Penyebarlyasan Peraturan Perundang-Undangan;

18. Peraluran  Pregiden Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008 tepntang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2009 tcntang Penerapan Keartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

20, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tebun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Benta
Negara Republik Indonesia Tainn 2015 Nomor 2036}

21.Peraturan Daerah Kota Tuval Nomor 02 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisas] Perangkaf
Dasrah Kota Tual ({Lembaran Daerah Kofa Tual
Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tual Nomor T096);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TUAL
e
WALIKOTA TUAL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan; PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMLUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah ¥ota Tual
2. Walikota adalah Walikota Tial

3. Pcmerintah edalah adalah kepala dacrab sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpio pelaksanasn urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.
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4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disi ngkat DPRD adalahb
lernbaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. iInstansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Peranpkat Daerah [SKPD) yang
bertangeung jawab dan berwenang melaksanakan pelayandn dalam wrusan
- Administrasi Kependudukan.

6, Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Kementerian atau Lembaga

Pemerintah  Nonn Kementerien yang mempunyal lingkungan kerja di
wilayah yang bersangkutan.

7. PBiocdata Penduduk adalah Keterangan vang bensi elemen data tentang
jat dirl, informasi dasar sata nwayal perkembangan dan perubahban
keadaan yvang dislami oleh penduduk sejak saat kelahiran,

8. Rukun Warga seclanjutnya disingkat RW .adaiah bagian darn kera
Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk
melalui musyewarah pengurus RT atau perwekilan warga di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Pesmerintah Desa atau Kelurahan.

9. Rukun Tetangga, sclanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah
lembaga vang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (EK) di
lingkungannya dalem rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan
dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa afan
Kelurahan.

10. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyeclenggaraan
rangkaian kegiatan penataan dan pemertiban dalam penerbitan dokurmen
dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayaplinasn
hasinya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor Iain.

11.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah
orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lam yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia,

12.0rang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indoncsia.

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk
secara sah serta bertempat tinggal o Dacrah sesual dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku,

14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum schagai alat bukt
autentik yeng dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

15.Data Kependudukan adalah data perseorungan dan/atau data
keseluruhan (agregef) yang terstruktur sebagai hasil dar - kegiatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

16Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan bicdata Penduduk, pencatatan
atas pelaponian Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan
berupa karlu identitas atau surat ketcrangan kependudukan,

17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbilan atau
perubahan Karlu Keluarga, Eartu Tanda Penduduk dan/atau  surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dalang, perubaban
alamat, serta stalus tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.




18.

19.

20.

Nomor Induk Kependudukan, yamg selanjutnya disingkat NIK, adalah
nomor ldentitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang vang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, yang sclanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas
keluarga vang memuat dats. tentapg nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-g] adalah
Karty Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang meripakan identtas
resmi penduduk sebagal buktl dif yang diterbitkan oleh [nstans
Pelaksana. -

21.Pencatatan Sipil adalab pencatatan Peristiwa Penting yang dizlami oleh-
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25.

28,

29,

31.

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

. Pejabat Pencatatan Sipil adalah  pggbat Daerah  yang  melakukan

pencatatan Peristiwa  Penting yang <ialamu  seseorang pada Instansi
Pelaksuria yang pengangkatannya sesual dengan  ketentuan  peraturan
Perundang-Undangan.

. Kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah permyataan dan

pelalcsanaa  hubungan pribadi dengan Tulzan Yang Maha Esa
berdasarkan ke¢yakinan yang diwujudkan dengan penlaku ketagwaan dan
peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Fsa serta pengamalan budi
luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia,

. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjuinya

disebut penghayat kepercayaan adakh setiap orang vang mengakul dan
meyakini nilai-nilai  penghayatan  kepercayaan terhadap Tuban Yang
Maha Esa. |

Surat Perkawinan Penghayat lepercayaan adalah  bukt  tetjadinya
perkawinan penghayat kepercayaan wyang dibuat, ditandatangani dan
disahkan oleh pemuka penghay/at kepercayaan.

. Peristiwa Penting adalah kemadian yang dialami ¢leh sesecrang melipun

kelahiran, kematian, lahir mat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan mama dan perubahan
status kewarganegaraan.

. tzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang dibertican kepada Orang Asing

untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalamn jangka,
waktu vang terbatas sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan. :

Izin Tinggal Telap adalah izin tinggal yang dibenkan kepada Orang Asing
untuk finggal menetap &f wiksrah Negara Kesatuan Repubilik Indonesia
sesual dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Petugas Rahasia Khusus adalah pelugas reserse dan petugas Intelejen yang
melakoudkian tugas khusus diluar dasrah domisilinya.

. Petugas Registrasi adalah pegawa yang diberi tugas dan tanggung awab

memberikan  pelayanan  pelaporan Perisuwa = Kependudukan  dan
Peristiwa Penting serta pengelolaan don  penyajian Data Kependudulkan
d desajkelurahan atan nama lainnya.

Kantor Urusan Agama Xecamatan, yang selanjuinya disingkat KUA
Kecamatan adalah satuan kerja yvang melaksanaken pencatatan mkah,
talak, cerai dan rupk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk  yang

beragama Islam.



22 Unit Pelaksana Teknis Instans: Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi
Pelalkeana, adalah satuan kerja di Ungkat kecamatan yang bertanggung
jawab kepada Instansi Pelaksana.

33515tem  Informmasi  Administrasi  Kependudukan, yang selanjuinya
disingkat SIAK adalah sistem mfommas) yang memanfaatken teknelogi
nformas; dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi
pelaksana sebagai satn kesatuan.

3 . Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjuthyra disebut
Penduduk Rentan Adminduk adalah  penduduk yang mengalami
hambatan dalam memperoleh dokumen pevnduduk yang disebabkan oleh
henecana glam dan bencana sosial

35. Penyidik adalah Pejabat Pojisi Negara Republilk Indonesia, Pejabat
atzl Pegawai Negeri Sipdl yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan,

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Hak Penduduk

Pasal 2

Setigp Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

dokumen kependudukan:

pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
periindungan atas data pribads,

kepastian hudoum atas kepemilkan dolumen;

informasi mengenat data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. dan

gant rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan dearta
pribadi oleh Inslanei Pelaksana.

e anpb
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Bagian Kedua
Kewajiban Pendudulk

Pasal 3

(1} Setlap penduduk wajib melaporkan penstiwa  kependudukan dan
peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Setiap pendudulk Warga Megara Indonesia yang datang dari Luar daersh
dan orang asing yang memiliki &@n toggal di Kota Tual wajib melaporkan
peristiwa perting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada
Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persvaratan dan dokumen
sesual ketentuan.

(3] Melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting scbagaimana
dimaksud dalam ayat {1} mecliputi:
a. mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kota Tial; dan
L, melaporkan setiap perubahan biodata yang terjads



(1)

(2)

(1)

(2]

(1)

"BAB M

KEWENANGAN PENYELENG GARA DAN
INSTANS] PELAKSANA

Bapian Kesatn
Kewenangan Penyelenggara,

Pasal +

Penyelenggara Administrasi  Kependudukan < Kota  Tual adalah
Pemerintah Daerah Kota Tual

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) bertanggung jawab
daty herwenang sebagai berikii:

a mengkoordinasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

h. membentuk instansy pelaksana yang tugas dan fungsinya & bidang
Administrasi Kependudukan,

¢ mengatur teknis penyelenggaraan Administras Kependudukan sesuaf
dengan kestentuan perundang-undangan;

d melakukan pembiraon dap sosialisasi penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan; '

e. melakeanakan kegiatan pelayanan masyarakat di Bidang Administrasi
Kependudukan:

{ Menugaskan kepada Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan

sebugian urusan Administrasi Kependudukan betdasarkan asae Tugas
pembantuan;

g penysjian data kependudukan berskala Kota Tual berasal darl data
kependudukan yang telah dikonsubdasikan dem dibersibkan oleh
kementetian vang bertanggung jawab dalam urusen pemerintahan
dalam negeri; dan

h melakukan koordinasi pcngawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,

Pasal 5

Dala;ﬁ melaksanakan kewenangan sehagaimuna dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengen instans! vertikal
dan lembaga pemerintah non departemen.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) berkaitan dengan aspek
percricanaarn, pengorgamisasian, pelaksanann, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependuduken d& daerah dilaksanakan oleh
instangsi pelaksana.

Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, peoigakuan anak ci
kecamatan lertentu dilzlkukan deh UPT Instansi Pelaksana.



Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 4
ayat (2) huruf ¢, Walikota mengadakan pengaturan tekmis penyclenggaraan
administrasi kependudukan, diatur lebih janjut dengan Peraturan Walikota
dengan berpedoman pada Peramran Perundang-Undangan di bidang
Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan se€bagaimana dimaksud dalun Pasal 4

avat {2} huraf d, Walikota atan Instansi Pelaksana me:ngadakan :

a koordinasi sosialisasi antara Instansy Vertikal dan Lembaga Pemerintab
Nont Departerner; }

h. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

‘. sosialisasi iklan layanan masyarakal melalui media cetak dan elektronik;
dan

d. komunikasi, informasi dan eduleasi kepada seluruh lapisan masvarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
gyt (2) huruf e, Walikofa atau Tnstansi Pelaksana menyelenggarakan
kegiatan pelayanan masyarakat & bidang Administrasi Kependudukan,
dilaksanakan Secara rerus Meneris, {:c-pal dan mudah kepada seluruh
penduduk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (?) hunif { walikota memberikan penugasan kepada desa, kelurahan
stau nama lain uniuk menyelengparakan sebagian urusan Adminstrasi
Kependudukan berasaskan pages pembantuan, disertsi pembiayaan, sarana
den prasarana  serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan
Prraturan Walikota.

Pasal 1%

{1) Dalam melaksanakan kewenangan stbaga mana dimaksud dalam Pasal 4
vt (2) huruf g, Walikota etau instansi pelaksana melakukan:
a. penyajian data kependudhikan yang bersifat perseorangan, agregat dan
data pribadi; dan
b. penyajian data kependudukan yamg wvalid, akurat dan  dapat
dipertanggungjawabkarn.

2} Pelaksanaan kewengan schagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis elektronik.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimalksud dalam Pa.'.:;;a_l 4
ayat (2) buruf h, Walikota atau instansi pelaksana melakukan koordinasi
pengawasan antar instansi terkait.

() Koordinasl pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
melalui rapat koordinasi, konsuitasi, pencegahan dan tindakan koreksi.



1]

(2)

(3)

14)

5]

(©]

(1}

Bapian Kedua

Insransi Pelaksana
Pa=al 13

Dalam menyelenggarakan  urusan  administrasi  kependudukan  di
Kota Tual, Pemerintah Kota Tual membenmuk Dinas Kependudukan dan
Percatatan Sipit Kota Tual sebagai Instansi Pelaksana yvang di atur dalam
Peraruran Daerah

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan

urusan Administrasi Kependodukan dengan kewajiban yang meliputi ;

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b memberikan pelayanan yang swma dan profesional kepada setiap
penduduk  atas  pelaporan  Peristiwa Kependudukan dan  Peristiwa
Penting,

¢ mencetale, menerbitlan dan mendistnbusikan dokumen
kependudukan,

d. mendokumentasikan hasii pepdaftaran Penduduk dan DPencatatan
SBipil;

e. menjamin  kerahasiean dan  keamanan data afas  Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f melakukan venifikasi dan  validasi data den  informasi  yang
disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Kewajiban sebagaimana dimaksad pada syst (2) huruf a untuk
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragamea
Islarn pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada
KUA Kecamatan.

Pelayanan pencatatan sipfl pada tngkat Kecamatan dilakukan oleh UPT
Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan
sipil.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untluk persyaratan dan
tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagl pendudulk yang agamanya
belum diakui scbugal agama berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan atau bagl penghayat kepercayaan, dilaksanakan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukanmya diatur dengan
Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan

dengan kewenangan yang meliput:

a memperoleh keterangan dan data yang bepar tentang Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

b memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk
atas dasar putusan atau penetapan pengadilarmy;

. memherikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan
pembuktian kepada lembaga Peradilan; dan

d. mengelola data dun  mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran
Pendudule dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.



(2] Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a dan hurad b
berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khustsnya untuk
pencatatan nikah, telak, cerai dan rmmjuk bagi penduduk yang
beragama Islam.

(3] Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Pelaksana mempunyal kewenangan untuk mendapatkan data  hasil
pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujtk bagi penduduk
yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecarnatan.

. Pasal 15

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi
kebenaran dara dan  roelakukan  pembuktian  atas nama  jabatannya,
mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan
Akta Pencatan Sipil serta  memuat catatan pinggir pada Akta-akta
Pencatatan Sipil.

Pasal 16

[1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

() Petugas rcgistrasi scbagaimana dimaksud pada ayat {1] diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota dintamalkan dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhl persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagmn Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

(1] Setiap Penduduk wajib memiliki KK.

2y NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlalou seumur hidup dan
selamanya. yang diberikan oleh Pemerntah dan diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana kepada sectiap Penduduk seielah diakuksn pencatatan
Hodata.

{31 NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap
Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen
identitas lainnya.

Pendaftaran Penstiwa. Kependudnlkan
Karena Perubahan Alamat

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instasi Pelaksana wajb
menyelenggarakan penerbitan perubah dokumen Pendaftaran Pendudulk.

(2] Ketentuan lebibh lanjui mengensi persyaratan dan tata cara penerbitan
perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sctbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.
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Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Pendudulc
Dalam Wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Dralang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 19

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah di dalam daerah dan
Luar daerah wajity melapor kepada Instansi Pclaksana di daerah asal
untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2} Pindah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya
Penduduk ¢ alamat yang baru untuk waktu lebih darl 1 (satu) tahun
atau berdasarkan kebutuhan vang bersangkutan untuk waktu vang
kurang dari {satl) tahun.

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Penduduk yang bersangkutan wajb melapor kepada Instanst
Pelaksana di daerah  majuan untuk  penerbitan  Surat  Kceterangan
Pindah Datang.

(4} Laporan secbagaiman dimaksudkan pada ayat (3 paling lama 30
lign puluh) hari kerjp sejak diterbitkanni/a  keterangan pindah  dari
dacrah asal

{5} Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimeksud pada ayat (3
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bag
Penduduk vang bersanpkutan.

Pasal 20

Instansi pelakéana wa jib ményc]cnggarakan pendaftaran  wajib p'lﬁcl:ah
datang Penduduk Warga Neraga Republik Indonesia yang bertransmigrasi.

Faragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yarg
memiliki fzin Tinggal Tetep vang datang ke Kota Tual walbh melaporkan
rencany kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk mendepatkan
surat keterangan pindah datang orang asmg,

[2) Berduasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang,

[3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan
kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30
(tiga pulub) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

[4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagdnuna dimaksud pada ayat (2]
digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTF, atau Surat
Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersanglkutan.
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(1)

2)

Paragraf 3
Pendaftaran Penduduk Tingepal Sementara

Fasal 22

Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara i Kota Tual wajib
mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKT3).

Tinggal sementara scbagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama
03 {sembilan puluh] hart berturui-rurut sampat dengan 1 (satu) latun.

Pasal 23

Surat kelerangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1] tidak diwajibkan bagi WNI yang melskuikan fugas kedinasan atau
sekolah.

(1]
4

(3)

(1)

(2)

(1)

2

{1}

Pasal 24

Pendaftaran WNI tinggal sementara ¢ daerah dilakukan oleh instansi
pelaksana.

Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimakswdkan pada
ayat {1) dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan perimohonar
tinggal sementara.

SKTS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku selama 1 (satul
tahun dan dapat diperpanjang scsuai kebutuhan,

Paragraf 4

Pindah Datang WNI k& Luar Negen atau
Pindah Datang WNI ke Kota Tual

Pasal 25

Pendukduk Kota Tual yang hendak pindah le luar negeri wajb
melaporkan rencana kepindahannya ke instansi peluksana.

Berdasarkan laporan scbagsimana dimaksud pada ayat {1) Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah =
Luar Negeri.

Pasal 26

Warga Négara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan
kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat ‘14 (empat belas)
harise jak tanggal kedatangar.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1} Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari
Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang Ke Kota Tual

Fasal 27

Orang Asing vang memilili Izin Tinggal Terbatas vang datang dari luar
negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah
status sebagai pemegang Jzin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat
tinggal di Kota Tual wajb melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 14 (empat belas) harl sejk diterbitkan [zin Tinggal Terbatas.
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{2}
{3}

0!

(1)

(1)

(2)

(1]

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitican Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggel sebagarmana dimaksud
pada ayat (2} disesuaikan dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas.

Surat Keterangan Tempat Tinggal scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajb dibawa pada saat berpergian.

Paragrat 6
Perubahan Izn Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 283

Orang Asing vang memiliki Izin Tmggal Terbatas yang telah berubah
gtatus menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tingal Tetap wajb
melaporkan kepada Instansi Pclaksana paling lambat 14 {empat bclas)
hari -sejak diterbitkan lzin Tinggal Tetap.

Berdasarkan laporan schbagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi
Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 7
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin
Tinggal Tetap Pindah Ke Luar Negen

Pasal 20

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negenn wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empal belas)
hari sebelum rencana kepindahannya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi
Pelaksaha melakukean pendaftaran.

Faragraf 5
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pusal 30

Instansi Pclaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan yang meliputi

a. penduduk korban bencana alam;

b. penduduk kerban bencana sosial

c, orang terlantar; dan

d komunitas terpencil.

(2} Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana

dimeksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat
sementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

dasar penerbitan Surat Keterangan Kependuduk:in untuk Penduduk
rentan Administrasi Kependudukan.

(@) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan fata cara pendataan

Pendudulk remtan diatur dalam Peraturan Walikota.
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(1}

()

(1)

2

(1}

(2

(1)
2

(3)

)

Paragraf 9-
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pas=al 31

Pendudule yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap
Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu
oleh Instansi Pelaksana atau rmeminia bapiuan kepada orang lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

BABVY
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu,

Pen jabat Pencatatan Sipil

Pasal 32

Penjabat Pencatatan Sipil Mempuaoyai Kewenangan melakukan verifikasi
kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya,
mencatat dalam register akta pencatatan. sipil, menerbitkan kutipan akla
pencataian  sipll serta  membuat catatan pinggr pada akta-akta
Pencatatan Sipil.

Dalam hal Penjabat Pencatatan Sipil sebageimana dimaksud pada
ayat [1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari instans:
pelaksana.

Bagian Kedua
Akta Pepcatatan Sipil

Pasal 33
Akta Pencatatan Sipil terdin atas :

a. register akta Pencatatan Sipil; dan.
b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Akta Pencatatan Sipil Berlaku selamanya.

Pasal 34

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.

Dala peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama di
mtegrasikan ke dalam data base dan tdak diterbitkan kutipan Akta
Pencatatan Sipil

Regisler Alta Pencatatan Sipill disimpan dan dirawat oleh instansi
pelaksana.

Register Alkta Pencatatan Sipil memuat:

jenis peristiwa penting;

NIK dan status kewarganegaraar,

nama orang vang mengalami peristiwa. penting;
nama dan identitas pelapor;

tempat dan tanggal perisuwa;

nama dan identitas saksi;

tempat dan ranggal dikeluarkannya. akta; dan.
narna dan tanda tangan pejabat yang berwenang,

R O D PR
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1]

(1)

2k

(1)

(2)

(1)

2)

Pasal 35

Kutipan Akta Pencaratan Sipil Terdin atas kutipan akta :
kelahiran;

kematian;

perkasvinan;

perceralary

pengakuan #nak; dan

pengesahan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

a. jenis peristiwa penting;

b NIK dan status kewarganegaraanm;

€. nama ordng yang mengalami penstiwa pentlng.

ternpat dan tangegal peristiwa;

tempat dan tanggal dikeluarkannya akta,

nama dan. tanda tangan pejabat yang berwenang; dan -

pernyataan kesesuaian kubtipan tersebur dengan data yang terdapat
dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

- s oo
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Bagian Kesatu,
Pencatatan, Kelghiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelaliran & Kotz Tual

Pasal 36

Setiap kelahiran  wajb  dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksana setempat paling lambat €0 {gnam. puluh) han serk kelahiran.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Pelabat
Pencatatan Sipil mencatat pade Register Akta Kelahiran dan menerbitkain
Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 37

Pencatatan kelahiran dalam Register Akia Krlahiran dan penerhitan
Kutipan Akta Kciahiran terbadap perishwa kelahiran sescorang yang
tidak diketahul asal-usulnya atau keberadaan orang tuanys, didasarkan
pada laporan orarng yang —menemukan dilengkapi Berita Acara
Pemeriksaan dari kepohsian.

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilerbitkan
aleh Pepbat Pencatatan Sipil dan disimpan oleli Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Warga Kota Tual i luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Posal 38

Kelahiran Warga Kota Tual di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dilaporkan untuk dicatatkan pada instansi yang
berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perweakilan
Republik Indonesia.

Apabila negara secteripat sebagaimana dimalesud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagl aang asing pencatatan
dilalaakan pada Perwalilan Republik Indoopesiia setempat.
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(3 Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akia Kelahiran sesuai mckanisme yang datur
dalam peraturan perundang-undangan

(4] Pencatatan Kelahiran sebaggimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
‘dilaporkan kepada Instunsi Pelaksana. paling lambat 30 {tiga puluh) har
sejok yang bersangkutan kembali ke Kota Tual

Paragral 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atan Pesawaf Terbang

Pasal 39

(1] Kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada Insiansi Pelaksana di tempat tujuan afau icmpat
singgah berdasarkan keterangan ketahiran dari nahkoda kapal laut aftau
kapten pesawat terbang.

() Dalam hal tempat tujuan atau legnpat singgah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesie,
kela hiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat unfuk dicatat
dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3] Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebsgaimana dimaksud
pada ayat (1} berada. d luar wilayah Negara Kesatuan Republik:
Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat fujuan atau
tempat singgah. .

[4) Apabila megara tempat tujuan atau tempat singgeh sebagaimana
dimakeud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran
begi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik
Indenesia setempat.

(5} Perwekilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayar )
mencatat peristiwa  kelahiran dalam  Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran,

(6} Pencatatan Kelahiran sebagaimana di maksud pada ayet (3) dan ayat (4)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga pulub) beri sejak yang bersangkutan Kembell ke
Kota Tual.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pesal 38, dan
Pasal 32 dilaksanakan sesuai ketentusn peraturan perundang-undangan.

Paragral 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Ratas Waktu

Pasal 41

{1} Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pesal 36 ayat (1) yang
melampaui baias wakitt 60 (emam puluh] hari sepk tanggal kelahiran,
pencatatan dan penerbitan  akla kelahiran dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan Kepala [nstansi Pelaksana setempat.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan. dan tata cara pencatatan
kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota.
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Bagian Kedua
Pencatatan Lahic Mati

Posal 42

(1) Setiop lahir mati wajb dilaporkan olch Penduduk kepada Instansi

(2)

{4)

@)

(5)

{7}

Pelaksana paling lambat 30 {uga pulhih) har sejpk khir mati.

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan
Surat Keterangan Lahir Matu

Ketentuan lebth lanjut mengenai persyaratan dan tafa cara pencatatan
lahir mati secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dem ayat (2) diarur
dengan Peraturan Walikota,

Bagian Keuga.
Pencatatan Perlcawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Yang Sah

Pasal 43

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Persturan Perundang-
undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana d
tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 {md.m puluh) hari sejpk
tanggal perkawinan.

Berdasarkan laporan sebegaimana dimaksud pada ayar [l}, Pejabal
Pencatatan Sipil mencatat pada Regraster Alta Perkawinen dan
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Kutipan Akta Perkawinan schagaimana dimoksud pada ayat (2) masing-
masing diberikan kepada suami dan istn.

Pelaporan seébagaimana dimaksud pada ayac (1) diakukan oleh
Penduduk yang beéragama Islam kepada KUA Kecamatan

Data hasil pencatatan atas pecistiwa sebagaimena dimeksud pada
ayat (4) dan dalam Pasal I4 ayat {2) wejib disampaikan oleh KUA
Kecamatan kspada [nstansi Peleksana dalam wakiu paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pencalalan perkawinan dilaksanaken.

Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5] tidak
memerhikan penerbitun kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan pada UPT lnstansi Pelaksana.

Pasal 44

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku pula
bagi: '
a perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

[

perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas
permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pazal 45

Dalam hel perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Alta Perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
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Parapraf 2

Pentcatatan Perkawinan Penduduk Kota Tual di nar
Wilayah Negara Kesatuan Republik mdonesia

Paznl 46

(1] Perkawinan d luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonezia wajb di
laporkan untuk dicatat pada instansi yang berwenang di negara selempat
don dilaporkan pada Perwaldlan Republik Indonesia.

(%) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada syat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, maka dapat
dilaporian ke Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk melakukan
pencatatan.

(3) Perwakilan Republik Indopesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencatat peristiwa  perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan -
menerbitkan Kutipan Akea Perkawinan.

(4) Pencatatan perkzwinan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaporkan olch yeng bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat
tinggalnya paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan
kembali ke tempat asal.

Pasal 47

Ketentuan lebth lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatafan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan
Pasul 46 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 18

(1] Pembatalan perkawinan wajb dilaporkan oleh Penduduk Yang
mengalami pembatalair perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 90 (gembilan puluh) hari setelah putusan pengadilen tentang
pembatalan perkawinan yang iclahh memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2] Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayar (1) mencabut
Kutipan .Akta Perkawinan dari kepemilkan subjek akta dan
mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan,

(3} Ketentuan kbih lanjul mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan

pembatalan  perkawinan sebagaimana dimnaksud pada ayet (1} dan
aval (7) diatar dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian.
Paragraf |
Pencatatan Perceraian Diluar Wiairah Kota Tual
Fasal 49

(1} Perceraian dituar Kofa Tual wajb daporken oleh yang bersangkutan
kepada Instansi Pelaksana pada daerah atau wilayah dilangsungkannya
percerajan paling lambat 60 {enam puluh) hari sejpk putusan pengadilan
tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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(2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar Pegjabat Peﬁcatatan
Sipil pada dacrah yang bersangkutam. dapat mencatat pada Register Akia
Perceraiant dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

FParagraf 2
Pencatatan Perceraian Penduduk Kata Tual di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 30

(1) Percerajan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajb
dilaporkan ke instansi yeng berwenang agar dicatat pada instansi yvang
berwenang df hegara setempat  dan  dilaporkan  pada Perwakilan
Republik Indonesia.

(2 Apatila negara setempat schagaimana dmaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatagan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan
dilakikan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat,

(3) Laporan perceraian pads Perwakilan Republik Indonesiz sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) agar peristiwa percerajian dapat dicafat dalam
Register Alkta Percerafan dan untuk menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian.

(4) Pencatatan perceraian schagaimana diraaksud pada ayat (1) dan aeyat {2)
dilaparkan oleh yang bersungkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat
tinggalnya paling lambat 30 (ga puluh) hari sejpk yang bersangkutan
kembali ke daerah asal.

Pasal $

Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tate cera pencetatan
perceraian sebagaimana dimeaksud dalam Pasal S0 dan Pasal 51 diatur
dengan Peraturan Walikota,

Bagian Keenain
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Paaal 52

{1] Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajb dilaporkan okh. Penduduk
kepada [nstansi Pclaksana paling lambat 60 (enam puluh] bari setelah
putusan  pengadilan  tentang  pembatalap  perceraian mempuUnyal
kekuatan hukum tetap.

{2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Peluksana mencabut Kutipan Akta Percersian dar kepermilikan subjek
alta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyarwlan dan tata cara pencatatan
pembatalan perceraian diator lebib lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kcm:_atian.

Paragraf |1
Pencatatan Kemgatian di Kota Tual

Pasal 53

(1} Setiap kematian wajib dilaporkan oleh. ketua rukun tetangga atall nama
la'mnya di domisii penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 30 (tiga puluhf hari sejak tanggal kemalian.
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{2)

(3)

()

(1)

(2

&)

()

&)

&)

Berdasarkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejbat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan Akta Kematian,

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakikan
berdasarkan keterangan kematian dan phak yang berwenang,

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang
atayl mmati tetapi tidak ditemukan jenazahoya, pencatatan oleh Poiabat
Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Dalarn hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
Instansi Pelaksana melakukan pencataton kematian berdasarkan
keterangan dari kepohsian. '

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Penduduk Kota Tual & luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik [ndonesia

Pasal 54

Kematian & luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajb
dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewnkili keluarganya kepada
Instansi yang berwenang di Negara setempat dan Kepada Perwakilan
Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian,

Laporan scbagaimana dimaksudkan pada ayat (1) agar tercatat pads

Instansi yang berwenang & MNegara setempat dan pada Perwakilan
Republik Indonesia.

Dalam hal seseorang dibyatakan hilang, segera dilaporkan agar
pernyataan ksmatian karna halang dan pencatatannya dilakukan cleh
Insransi Pelaksana di negara setempat atay Kepada Perwakilan Republik
Indeonesia.

Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidalc
jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakikan oleh Instansi |
Pelaksana di negara setempat.

Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi
Pelaksana d&i Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti d
pengadilan sebagal dasar penetapan pengadilan mengenal kematian.

Pasal bo

Ketentuan lebih lunjut mengenail persyaratan dan tata cara pencatatan
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 5 diatur dalam
Peraturan Walikola.

(1)

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anek, Pengakuan Anak,
dan Pengesshan Anak

Paragrafl 1
Pencatatan Pengangkstan Anak di Kola Tual
Pasal 56

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanalcan herdasarkan PpPenelapan
pengadilan di tempat tinggal pemchon.
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2}

(3)

(1)

{2)
(3)

()

()

(1)

(2)

(1)

Pencatatan pens_angkatan anak scbagaimenas dimaksud peda ayat (1)
wajb dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 {tiga puluh) har
setelah diterimanya salinem penetapan pengadilan okh Penduduk.

Berdasarkan lporan sebagaimana dimaksud pada ayar (2], Pejabat

Pencatatan Sipll membuat catatan pmggir pada Register Akta Kelahiran
dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing

Pa=zal 57

Pengungkatan ansk warga pegara asing yang dilakukan oleh Warga
Negara Indonesia di ar wilayah Negara Kesatuwian Republk Indonesia
wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimeksud pada
ayat (1} dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Apabila megara setempat sebagamnana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagl warga negara
asing, warga negara yang bersangiaatan melaporkan kepada Perwakilan
Republik mdonesia setempat wntuk mendapatkan surat keterangan
pengangkatan anak.

Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3  dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelakszwna i tempat tinggalnya paling lambatr 30 (tiga puluh) hari sepk
yang bersangkutan kembali ke daerahnya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi
Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan. Anak
Pasal 58

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang wa pada Instansi P'claksana
paling lambat 30 (tiga pulub) bari sejak tanggal Surat Pengaluan Anak
cleh ayah dan disetujui oleh ibu deri anak yang bersangkutan.
Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya tclah
melaksanakan perkawinan sah menurut hulum agama, tetapi belum sah
menurut hukum negara.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatar pada Register Akfa Pengakuen Anak dan
menerbitkan Kutipan Akia Pengakuan Analc

Paragraf 4
Pencatatan Penpesahan Anak

Pasal -6
Setiap pengesahan anak wajb dilaporkan oleh orang tua kepada Instanst
Pelaksana paling lambat 30 figa pulah) hari sejak ayah dan lbu dan

anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan.
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[3) Pengesahan anak hanya berlaku  bagi anak yang orang tuanya
telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan
hukium negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan
menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Analk.

Pasal &0

Ketentuan lebih lanjut mengenel persyaratan dan tata cara pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan analk, dan pengesshan anak sebagaimarna
dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dalam
Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Naina

Pasal 61

(1) Penicatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negen tempat pemohot.

[2) Pencatatan perubahan nama sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan
akta Pencatatan Sipil paling lambat 20 (tiga puluh) han  sejk
diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri aleh Penduduk

{3} Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Pejabat
Pcncatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akia Pencatatan
Sipil dan kulipan akta Pencatatan Sipil

Faragraf 2
Pencatatan Perubahan Starus Kewarganegaraan df Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjacd
" Warga Negara Indoncsia wajb dilaporkan oleh  Penduduk yang
bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan
status kewarganegaragn paling lambat €0 {enan puluh] hari sejak berita
acara pengucapan sumpah atau pernyataan janj sctia oleh pejabat.
() Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud peda ayat (1), Pepabat
Pencatatan Sipil membuat. catatan pinggir pade register akia Pencatatan
Sipil dan kutipan akts Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia
Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indoncsia

Pagal A3

{1} Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonas?a
menjadi warga negara asing 4 luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia vang telah mendaparkan persetujan den negara seternpat
wajb dilaperkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan
Republik Indonesia dan Instansi terkait pada daerah asal. "




(2

{3}

)

Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1] agar Perwakian
Republik Indonesia  setempat dapat menerbitkan Surat Keterangan
Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayvat (3 diberrtahukan oleh Perwakilan Republik Indenesia setempat
kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil yvang bersangkuatan.

Berdasarkan pemberitahuan scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pejabat Pencatatan Sipl membuat catatan pingeir pada register akta
Pencatatan Sipdl dan kuatipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal &4

Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pencatatan
perubahan nama dan status kewarganeguraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)

2)

B)

(1)

()

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal £33

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan cleh Pejabat Pencatatan
Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adenya

penetapan  pengadilan  negeri yang lelah rmemperoleh  kekuatan
hukum tetap.

Pencaratan Peristiwa Penting lainnya scbagaimana dimalsud pada
ayat (1) paiing lambat 30 (tiga puluh) har sejak dilerimanya salinan
penetapan pengadilan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan teta cara pencatatan
Peristiwa Penting lainmya diatur dengan Peraluran Walikota.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendin

Pasal 66

Penduduk vang tidak mampu melaksarakan sendiri pelaporzin terhadap
Peristivva Penting yang menyangkut dirinya sendirl dapat dibantu oleh
Instansi Pelaksana atall meminta bantuan kepada orang lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Walikota.

BAE VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 67

(1} Data Kependudukan terdiri atas data perscorangan dan/fatau data

agregat Pendudulc




(2

(3)

(4

(1)

NEXERECANRY PRE RS TPR M0 A op

Data perseorangan meliputi :
nomor KK
NTK ;
nama lengloap:
jenis kelarnin;
tempat e vhir
- tanggal/bulan/tahun Jahir;
golongan daraly;
agama/kepercayaan;
status perkawinan;
status hubungan dalam keluarga;
cacat fisik danfatau mental;
pendidikan lerakhir;
jenis pekerjaan;
NIK hu kandung;
nama bu kandung,
NIK ayah;
nama ayah;
alamat scbelumnya;
alamat sekarang;
kepemilikan akta kzlahiran/ surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinam/bukue nikah;
nomor akta perkawinan/bulku mikah;
tanggal perkawinan;
kepemilikan akta perceraian;
nomor akta perceralan/ sural cerap
aa. tanggal perceraiany;
bb. Sidik Jari;
cc. iris mata;
dd | tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib sesecrang.
Data agpegét melipisti himpunan data perscorangan vang berupa data
luantitatf dan data kualitatif.
Data kependudukan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
avai (3 yang digunakan untek scmua  keperluan  adalah  Data
kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalarm unsan
pemerintahan dalam negeri, anfara: lain untuk pemanfaatan;
pelayanan pubbk;
perencanaan pembangurian;
alukasi anggaramn;
pembangunan demokrasi; dan
penegakan hukum dam pencegahan kriminal.

P RN R

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

TParagraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 68

Dokumen Kependudukan meliputi:
Biodata Pendudulk;

KX

KTP

surat keferangan kependudulen; dan
Alcta Pencatatan Sipil

RO P



(2)

13}

()

)

Surat keterangan kependudukan sebagaimsna dimaksud pada avat (1)
hurf d melipuli:

Surat Keteranpgan Pindah;

Surat Keterangan Pindah Datang;

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

Surat ¥eterangan Datang dari Luar Negeri;

Surat Keteranpgan Tempat tinggal;

Surat Keterangan Kelahiran;

Surat Keterangan Labir Mati; |

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Surat Keterangan Pembatalan Percerasam,

Surat Keterangan Kematian;

Surat Keterangan Pengangkatan Apals

Surat Kelerangan Pelepasan Kewargancgarsan Indonesia;
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

Surat Keterangan Pencatatan Sk

Biodata Penduduk, KK KIP el, Surat Ketcrangan Pindah Penduduk
Warga Negara Indonesia anlar kabupaten/kota dalam samu provinsi dan
antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat
Keterangan Pindah Datang TPenduduk Warga Negara Indonesia antar
kabupaten /kota dalam saf1 provisi dan amtar provinsi dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduditk Orang Asmg dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Surat Keterangan
Datang dari Luar Negeri Surat Keterangan Tempat Tingzal untuk Orang
Asing Tinggal Terbatas, Surat Kelerangan Kelaluran untuk Orang Asing,
Surat Keterangan Lahr Mati unmk Orang Asing, Surat Keterangan
Kematian untuk Orang Asing, Surar Krterangan Pembatalan Perkawinan,
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti
Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi
Pelaksana.

Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar
kecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk Warga Negara Indonesia anfar kecamatan dalain  satu
kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan. ditandatangani cleh Camat atas
nama Kepala Instansi Pelaksana.

Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
dalam sstu desajkelurahan, Surst Keterangan Findah Datang Penduduk
Warga Negara Indoncsia aniar desafkelurehan dalam satu kecamatan,
Surat Keterangan Kelabiran uatuk Warga Negara Indonesia, Surat
Keterangan Lahir Mati untuk ‘Warga Negara Indonesia dan  Surat
Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan
dan ditandatangani oleh kepala desaflurah alas nama Kepala Instansi
Pelaksana. '

Surat Keterangan Pengakuvan Amgk dan Sural Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani
oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

a 5 TRt Em M e 00 o[

Parapgraf 2
Eiodata Penchuduk

Pasal 09

Biodata Penduduk paling sedikit memuat ketcrangan tentang nama, tempat
dan tanggal lahir, alamat dan jati dn lainnya secara lengkap, serta
perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting vang dialami.
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Pasal 70

(1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan
pemutahiran biodata penduduk.

(2} Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identis yang dimiliki
oleh penduduk.

{2} Tidak diperbolehkan kepada seimua orang uncuk mengubsh, menambah,
atal mengurangl ianpa hak, isi elemen data pada dokumen
kependudukarn .

Pasal 71

Penyampaian informas: untuk pencatatan kwodata bag bayi atau anak,
diwakili oleh orang tuanya atau wnggola keluarganya sesual persyaratan
yang ditcntukan

Pasal 72

Pemurtahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (1) dilalkkukon oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 73

Perubahan bicdats penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal
Terbetas dan Orang Asing Tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karema
terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia. dicatat oleh
instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersengkutan paling
larna 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kcdatangan.

Puragraf 3
Kartd Keluarga

Pasal 74

(1] KK memuat keterangan mengenai kulm: nomor KK, nama Jengkap kepala
keluarea dan afggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir,
tanggal l[ahir, agama, pendidikan, pckerjasn, status perkawinan, stetus
hubungan dalam keluargs, kewarganegarsan, dokumen migrasi, nemd
orang tua

(2] Keterangan mengenai kolom agama sebagammana dimaksud pada ayat (1)
bagi Penduduk vang agamanya belum diakui -sebagai agama berdasarkan
ketentuan  Peraturan  Perundangundangan  a&tau  bagi  penghaszat
kepercayaan tidak diisi, tetapi tertap dilayani dan dicatal dalam database
Kependudukan.

(3) Nomor KK scbagaithana dimaksud pada ayat (1) berkku untuk
selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala. keluarga.

(4 KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk
Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal
Tetap. :

(5 KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar
penerbitan KTP-£l



(1)

(2)

(3)

(2]
(3

(4)

)

(1)
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(5)
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Pasal 7o

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mcmiliki zin
Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (saty) KK.

Perubahan susunan kelusrga dalam KK wajb dilaporkan kepada Instans
Pelaksana selambat-lambamya 30 {iga puluh) harl seek terjadinya
perubahan. '

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] Instansi
Pelaksana mendafiar dan menerbithkan KK.

Paragraf 4
Karn Tanda Pendudulk

Pasal 76

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap vang telah berumur 17 [(ujuh belas) mhun atau tclah
kawin atau permah Kawin wajib memilila KTP-¢l

KTP-el sebugaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional,

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajb melaperkan
perpanjangan masa berlaku ataun mengganti KTP-el kepads Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mesa
barlalcu Izin Tinggal Tetap berakhir.

Penduduk yvang teélah memiliki KTP-el wajb membawa pedda saat
bepergian.

Penduduk sebagaimans dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolchlken
meinilild 1 (satd] KTP-el.

Pasal 77

KTP-el mencantumkan gambar lambang Geruda Pancasila dan pets
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen ciala
penduduk,  yaitu NIK, nama, tcmpat tanggal lahir, laki-lakd  atau
perempuan, agamsa, Status. perkawinan, golongsan dereh, alamat,

pekerjaan, kewargancgaraan, pas foro. masa berlaku, tempat dan tanggal

dikeluarkan KTP-¢l dan tandatangan pemilik KTP-el

NIK secbagaimena yang dimaksudkan pada ayat (1) menjadi nomor
identitus tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Pemerintah menyclenggarakan sermua  pelayanan  public  dengan
berdasarkan NiK sebagaimana dimaksud pada ayat. (2).

Untuk menyeleno, garakan semua pelayanan publik. sebapgaimana yang
dimaksud pada ayal (3), Pemermtah melakukan. i ntegrasl nomor 1dentitas
vang telah ada dan digunakan untuk pelayanan. publik paling lambat 5
(ima) tahun sepk Peraturan Daerah ini disahkan sesual  ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Flemen data penduduk tentang agama schagaumana dimaksud pada
ayat {1} bagi penduduk vang agamanya belum diakul sebagai agama
berdasarkan Ketentuan Peraluran Perundang-Undangan atau bag
penghayat kepercayaan tidak disi, tetapi tetap dilayani dan dicatat
dalam data bose kependudukan.

Dalam KTP-cl sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tersimpan cip yang
memuat rekaman elekironik data perseorangarn.
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()

(10

(1)

()

(3

(1)

(2)

{1}

KTP-2l untulk :

a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;, dan

b. Orang Asing masa berlakunya disesusikan dengan masa berlaku
Tzin Tinggal Tetap.

Dalam hal ter jadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk
Pemilik KTPel wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk
dilakukan perubahan atau penggantian.

Dalam hak KTP-¢l rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajb
melapor kepada [nstansi Pelaksana melalui camat atau hirah/kepala
desa paling lambat 14 (empat belas) ham dan melengkapi surat
pernyataan penyebab terjadi nya risak: ateu. hilang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) distur dengan
Peraturan Walikota.

Paragral 5
Hartu Identitas Anak
Pasal 7R

Kartu Identitas Analk (KLAj adalah Kartu ldentitas yang diberikan kepada
anak atau penduduk yang mengajuken permohonan  yang belum
berusia 17 fuju belas) tahuin dan belm pernah manikah.

Masa bcrlaku KIA adalah 5 {lima) tahun dan dapat diperpanjang sampal
usia 17 {tuju belas] tahun atau menikah.

Bentuk, tata cara, dan persyaratan pembuatan KlA ditetapkan dengan
Peramran Walikota.

Paragraf 6
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 79

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan
tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama,
alamat, Peristiwa Kependudukan dan Petistiwa Penting yang dialami oleh
sescorang,

Prosedur dan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Penduduk
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Paragraf 7
Jangka Waktu Penerbitan Dolamen Kependudukan

Pasal 80

Instansi - Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesual
tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dekumen FPendaftaran Penduduk
sebagai herikut: :

KX atau KTP paling lambat 14 {empat belas) hari

SJurat Keterangan Pindah paling lambat 14 [empat belas) harg

Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 {empat belas) hari;
Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas)
hari:

g0 o B
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{2

(3

(1)

(1)

(1)

e. Surat Keterangan Datang darl Luar Negeri paling lambat 14 (empat
belas) hari;

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang merniliki
Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 {empat belas) hari;

Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas] hari;
Surat Keterangan Lakir Mati palimg lambal 14 {empat belas) har;
Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hars

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 {tujuh)
hari: atan

Sural Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujh) han
sejak tanggal dipenuhinya semua persyardtan.

=

- l;.,-g_'q

Perwakilan Republk Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan

Kependudukan sebagai berikout:

a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujub) hari;

b. Surat Keterangan Penpgangkatan Anak paling lambat 7 {tujuh) hari
atan

¢ Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling
lambat. 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipemuhinya semua. persyaratan.

Pejabat Percatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia

vang dilunjuk sebagal pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada

register akfa Pencatatan Sipil dan menerbitkan kuatpan zkta Pencatatan
Sipil paling lambat 30 (tiga putub) ban sejak tanggal dipenuhinya semua
persyaratan.

Paragraf 8
Pembenulan KTP-el

Pasal 81

Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-¢l yang mengealami
kegsalshan tulis redaksional

Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan atau tanpa permohionon dari orang yang menjadi subjek KTP-el.

Pembetilan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan oleh
Instansi Prlaksana.

Paragraf 9 )
Pembetulan Akta dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Pasul 82
Pembetulan zkts Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk alkta yang

mengalami kesalghan tulis redaksional.

Pembetulan akta Pencstatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1}_
dilaksanakan dengan alau tanpa permohonan dari orang yamng menjadi
subiek akta.

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud. pada ayst (1)
dilalkukan oieh Pejabat Pencatatan Sipll sesuai dengan. kewenangannya.

Pasal 83

Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huloam tetap.
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(2 Berdasarkan putusan pengadilan mengenai  pembatalan  akta
sebagaimana dimeksid pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggr pada Register Akta dan mencabut kutipan
akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan
subjek akla.

Pasal 84

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta
berbeda dengan pengadilan yang mermnutus pembatalan akia, salinan
purusan pengadilan  disainpaikan kepada. Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengd diban

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan fata cara pencatatan
pembetulan dan pembatalan Akta Pencacatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 82 dan Pasal 83 diatur denpgan Peraturan Wahkota,

Pasal 86

Ketcntuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimatl dalam Blodata
Penduduk, blangko KK, KTP-¢l, Surat Keterangan Kependudukan, Register
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

Ketentuan mengenal penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas
Khusus yang melalcukan tugas keamanan negara di dacrah Kota Tual diatur
dalam Peratursn Waliketa sesual peraturan perundang-undengan.

Pasal 88

Setiap orang dilarang mcmerintahakan dan/atau memfagilitasi dan/atan
melakukan manipulasi data  kependudukan dan atau  elemen  data
penduduk.

Pasal B9

Ketentuar mengenai  pedoman  pendokumentasian  hasil  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan 3ipil diatur dalam Peraturan Wallkota

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dolkumen Kependudukan

Pasal 90

(1) Data perseorangan dan dokumen kepcndud_ukén wajb disimpan dan
dilindungi kerahasiaannya olebh Daerah.

(2] Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data
Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana
serta pengguna.

{3) Petugas dan pengguna  sebagaimana pada  ayat  (2) dilarang
menyebarluaskan Data Kepeodudukan yang tidak sesuai  dengan
kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mepgenai persyaratan, ruang lingkup dan
tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada
ayat () diatur dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 91

Pengurusan dar penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

(2}
Gl

2)

3

()

t

(2

3

(4)

BAH VI
FENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 92

Apabila negara ataul sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat
dengan  segala tingkatannya berdasarkan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan, otaritas pemerintahan yang meniabat pada saat
#tu diberi kewenangan membuat suraf keterangan mengena: Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1} sebagail dasar
penerbitan Dokumen Kependudukan.

Apabila keadman sudah dinyatalkan pulih, Instansi Pelaksana akti
mendata ulang dengan melaknkan  Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di tempat sebagaimapa dimaksud pada ayat {1).

Pasal 93

Dalam hal terjadi kesdaan loar Basa sebagai akibat bencana alam,
Instansi Pelaksana wajlk: melakukan pendataan Penduduk bag
pehgungsi dan korban bencana alam.

Instapsi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda
Identitas dan Surar Keterangan Pencataran Sipill berdasarkan hasil
pendaftaran sebagaimana dimaksud peda aya {1}.

Surat Keterangan Penggant Tanda Identitas atau Surat Keterangan
Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti dri dan  bahan
perlimbangan untuk penerbitan Dolkumen Kependudukan.

Ketentuan lebih lanjul tmengenai persyaratan dan tata cara penerbitan
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2 diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB VIH
SISTEM INFORMASI ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN

Pasal 94

Pengelolaan informasi Admunistrasi Kependudukan dilakukan oleh
Menteri sesuai ketentun peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan  Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.

Ketentuan lebih  laniat  mengenai Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada  ayat
(2} diatur dengan Peraturan Walikota

Pergkajian  dan  pengembangan  Sistemn.  Informasi Administrasi

Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah  provinsi dan
pemerintah kota.
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(5)

(1)

(3)

(1)

{2

(4)

(1)

(n

P=doman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayafl @) diatur lebih lanpat
dengan Peraturan walikota.

Pasal 9% _
Data Pendudulk vyang dihasilkan oleh Sistemn Informasi Adminustras
Kependudukan dan tersimpan i delam data base kependudukan

dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di  bidang
pemerintaban dan pembangunan.

Pemanfaalan daia Penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan izin Penyelenggara.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai pasyvaratan dan tata cara
mendapatkan idn schagaimana dimaksud pada ayat (3} diatur dalam
Peraniran Walikota,

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pa=al 95

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi
Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas
usulan gubernuir,

Pejabal struktural pada umit kerja yang mepangani  Administrast
Kependudukan di Kota diangkat dan diberhertikan oleh Menteri atas
usulan walikota melalui gubernur.

Penilaian kinerja pejabat struktural sebagsamana dimaksud pada ayat {1}
dan ayat {2) dilakukan secara periodek oleh Menteri.

Ketcntuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan
dan pemberhenlian pejpbat strukhiral sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan ayat (2), serta penilajian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan.

. BAB X
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 97

Data Pribadi Penduduk yang harus dilndungi memuat :
a. keterargan tentang cacat [mk danfatau mental;

b. sidik jari;

. Ins maba

d, tanda tangan; dan

g, elermnen data lainnya yang meripakan aib seseorang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan
ath seseprang Sebagaimana wvang dimaksud pada avat (1) huruf e diatur
dengan peraturan walikota.

Pazsal 98

Data Pribadi Penduduk scbagaimana dmeksud dalam Pasal # wapb
disimpan dan dilindung oleh negara. '



(@) Ketentuan lebih lanjat mengenai penyimpanan dan perlindungan
terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3} Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara
dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentnan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal OO

(1) Menteri sebagal penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi
' kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.

(2) Petugas sebagaiméma dimaksud pada ayat {1] dilarang menyebarluaskan
Data Pribadi vang tidak sesual dengan kewenangannys.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persy:araizan, rdang lingkup, dan tata
cara rmcnegenal pemberian hak akses sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan penyelengparaan Program dan kegiatan Administrasi
Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan nonfisik, dianggarkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 101

Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi
Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja Negara
perubahan tahun anggaran 2014,

BaB XIT
PENYIDIKAN

Pasal 102

(1} Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negerl Sipil yang lngkup tugas dan tanggung jawabnya dalam
bidang Administrasi Kependudukan diben wewenang khusus sebagai
Penvidik Pegawai Negerl Sipil sebagaimana diatur dalam  Kitab
Undang-Undang Hulkum Acara Pidana.

{2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas penyidikan berwen:ang untuk .

a menerima laporan atan pengaduan dari orang atau badan hukum
lenitang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

b. memeriksa laporan atau keterangan afas adanya dugean tndak
pidana Administrasi Kependudukan;

¢ memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan
sebagaimana dimaksud pada huruf & dan

d membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.




(3} Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

1)

(3

(3

serta  mekanisme  penyidikan  dilakukan  berdasarkan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB XN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila

melampani batas wakhz pelaporan Peristwa Kependudukan dalam hal

a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki [zin Tinggal Terbatas
atall Orang Asing yang memililki [Zn Thggal Tetap schagaimana
dimaksurd dalam Pasal 21 ayat {l) dan. {3}

b pindah datang ke huar negeri bagi Pendudulke Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

c. pindah datang dari luar mnegeri bagi Penduduk Warga Negara
Indonesia sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 26 ayat (1);

d. pindah datang dari loar negeri bagi Orang Asing yang mermiliki lzin
Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat {1);

e. perubahan status Orang Asing yang memilki zin Tinggal Terbatas
menjadi Orang Asing yang memiliki Ein Tinggal Tctap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1}

f. pindah k= luar negeri bagi Orang Asing yang memilili. kzin Tinggal
Terbatas atau Orang Asimg yang memiliki Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 29 ayat {1);

g perubahan KK sebagaimana dimalksud dalam Pasal 26 ayat (2); ataul

b perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 76 ayat {3).

Dends  administratif sebagainmana dimaksud pada ayat (1) terhadap
Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000000,00 (satu
juta rupiah) dan Psnduduk Orang Asing palng banyak Rp 2.000.000,00
{dua juta rupiah).

Kelentuan lebih  lanjut mengenai  penetapan  Denda admimstratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan. Peraturan Walikota.

Pasal 104

(1} Seliap Penduduk dikenai sanksi admimistrabf berupa denda apabila

melampaui batas waktu pelaporan Perisiwa Penting dalam hal:

a kelahiran sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 36 ayat (1) atau
Pasul 38 ayat [4) atau Pasal 3 ayat (§) atau Pasal 41 ayat (1) atau
Pasal 42 ayat (1).

b. perkawinan sebagaimana dimaksud daam Pasal 45 ayat (1] atau
Pasal 40 ayat (4); : .

¢. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1};

d perceraian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1] atau
Pasal 5} ayat (4);

e. pembatalan perceraian schagampana dimaksud dalam Pasal 52
avat [1];

f. kg;sftj]an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau
Pasal 54 ayal (1),

g pengangkatan anak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2]
atau Pasal 57 ayat (4);
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h_pengakuan anak sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1];

1. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1};

j- perubahan nama sebagaimana dimalksud dalam Pasal 6i ayat (2);

k perubahan status kewarganegaraan di Indomesia  scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); atan

. Penstiwa Penting lainnva se€bagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (2).

(2) Denda administratif sebagaimans dimaksud pada ayat (1) paling banyak
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3 Ketentuan lebth lanjut mengenal penetapan dends  administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paszal 105

(Il Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4] yang
berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda admimistratif paling
banyak Rp. 50.000.00 (hma pulub ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing yang mcmliki lzin Tinggal Terbates sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 27 ayar (@) yang berpergizn tidak membawa Surat
Keterangan Tcmpat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak
Rp. 100.000,00 {seraius ribu rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif scbagaimana
dimaksud pada ayat (i dan ayat {& diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 106

(I} Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindskan atau
sengaja melakukan tindakan yeng memperlambat pengurusan Dokumen
Kependudukan dalam batas wukta yang ditentukan dalam Peraturan
Daerah ini dikenakan sanksi berupa -denda paling banyak
Rp. 10.000.000,00 {sepulub juta rupi ah)

[9) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) distur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap Penduduk yang dengan senhgaja memalsukan surat dan/atau
dokumen kepada Instansi Pelaksana. dalam  melaporkan Pcristliwa
Kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengen pidana penjara
paling lama 6 {enam) bulan danfatau denda paling banyak Rp 5.000.000,00
flima juta rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang memerintahkan dan/atan memfasilitasi dan/atanu
melakukan manipulasi Data  Kependudukan danfatau clemen data
Penduduk sebagaimana yang dimaksid dalam pasal 88 dipidana dengan
pidkunia penjara paling lama 6 {enam) bulan dan/atau denda palmg banvalk
Rp. 50.000000,00 {lima pulub pta rupi ah)
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Pasal 104

Setiap orang vyang tanpa hak meogakses data base kependudukan
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 {cnam} bulan danfataun denda paling banyak
Rp 235.000.000,00 {dua puiuh Ima juta rapiahj.

Paral 110

Setiapa. orang wvang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan
sehagaimana dimaksud delam pasal 90 ayat (3] dan data pribadi
sehagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 ayat {1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam} bulan danfafau denda paling banyak Rp.
25.000000,00 (dua puluh lime juta rupiah).

Pasat 111

Setiap pejabat dan petugas pada desafkelurahan, kecamatan /UPT Insfansi
Pelaksana dan Instans? Pelaksana vang memerintghkan dan/atau
memfasilitasi danfatan melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam
pengurusan dan pencrbitan dokumen kependudukan sebagaimana -
dimeksud dalam Pasal 91 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (ltma. puluh
juta rupiahj.

Pasal 112

Setiap orang atau badan hulum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan,
dan/ateu mendistribusikan  Dokumen  Kependudukan  sebagaimune
dimeksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 {¢nam} bulan dan denda paling banyaic Rp 10.000.000,00
(sepulllh juta rupizh).

Pasal 113

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan din scbagel kepala
keluatga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebaguimana dirmeksud
dalam Pasal 73 ayat () atau untuk memiliki KTP lebih  dari  sata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 syat {3 dipidane dengan pidana
penjara paling lama © (enam) bulan dan/atau  denda paling banyak
Rp. 500000000 (lima jula rupiah).

Pasal 114

(1} Dalam ha pejabat dam petugas pada Penyelenggara dan Insians
Pelaksana melakukan tindak pidana schbagaimana dimaksud dalam Pasal
107 atau Pasal 108, pegbat yang bersangkutan dipidana dengan pidana
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah}

[2) Dalam hal pejpbat dam petugas pasca Penyelenggara dan  Instansi
Pelaksana membantu melakukan dndak pidana sebagaimana dimaksud
dalatn Pasal 109, pejabat yrg bersangkutan dipidana sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
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Pasal 115

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108,
Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 adalah tindak
pidana Administrasi Kependuditkan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1) Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ni akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota Tual,

(2) Semua Kebijakan Daerah sebelam ditetapkannya Pereturan Daerah im
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini

BAB XV]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaren Daerah
Kota Tual

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINSI MALUKLU:
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I

PENJELASAN
ATAS

PERATUIRRAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR o TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UMUM.

Bahwa perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan
yang dilandai depgan angka kelahiran., kematian, pcrkawinan dan
perubahan  status wilayah  domisilih  serta persoalan  peristiwa
kependudukan lainnya, balk pada tingkat desa sampai pada tingkat lintas
wilayah antar Negara yang begitu pesat, menyebabkan keharusan
penyesuaian regulasi perangkat peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah dengan Undeng-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tehun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, merupeken pengejewantahan lebih lanjut terhadap
dinamika dan perkembangan tersebut.

Dalam rangke mendukung penyelenggaraan pemerintehan dan
pelaksanasan pembangunan di Daersh serta untuk meningkatkan
pelayanan dan penertiban kepada masyarakat Kota Tual o bidang
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan upaya-
upaya penyempurnaan terhadap ketentuan penyelengaraan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23
Tehun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebageimena teiah
diubalh dengan Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2013 tenteng
Perubahan &tas Undang-Undang Republik Indonesiza Nomor 23
Tahun 2008 teniang Administrasi Ke=pendudukarn.

Upaya penyesuaian tersébut dimaksudkan karena pada hakekatnya
daerah berkewsjiban memberikan perlindungan dan pengakuan. terhadap
penentuan status pribadi dan  status hukum  atas setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami cleh penduduk WHI
dan Orang Asing. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
memerlukan bukti vang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan
pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. -

Dengan berlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tcntang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmaka
pelayanan administrasi kependudukan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan  aplikasi  sistem  informasi  administrasi  kependudukan
sehagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat membenkan
pelayanen pendaftaran  penduduk den pencatatan = sipil kepada
masyarakat sccara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tanpa
adanya perlakukan diskrimninatif dan memberikan kepasttan hukum.
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Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan pcran  scrta
masyarakat terutama ketua Rukumn Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
dalam rangka memperoleh dokumen kependudulkan vntuk menjamin

kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada di
wilayah Kola Tual.

Derygan berlakunya Peraturan.  Dsaerah ini, diharapkan
penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil d dacrah
diselenpgarakan  dengan  sebaik-batknya. di  bawah  pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dari Pemerntah Daerah.

1l. PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Cukap jelas,
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Persi’aratan vang d malsud adalah sesual dengan  perafuran
Perundang-Undangan.
Pasal 4
Ayal 2
huraf a
Cukup jclas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf ¢
Culoup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
hurufe
Cukup jelas.
huraff

yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat
hukum vyang memiliki batas-batas wilayah vyang berwenang
untuk mengatur dan  mengurus kepenungan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat seternpat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara
Kesatuan Republk Indonesia.

hurufg

yang dimaksud dengan penyajian data kependudukan berskala
Kota Tual adalah pengclola data kependudukan yang
menggambarkan kondisi Kot Tual dengan mengguneken SIAK
vang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

huruf h

Pasal o

Cukup jelas.

Culkup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksudkan dengan [nstansi pelakseva dalam ayat (1} adalah
Dinas Pencatatan Sipil dan UPT Instansi. Pelaksana.

Pasal 7

Cukurp jelas.



Pasal 8
Culkup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Paszal 12
Culoup jelas.
Pasal 13
Culcup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Culup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat |
Cukup jelas.
Ayat 2
Pemberian NIK kepada penduduk menggunskan sistem inforraasi
administrasi kependudukan.
Ayar 3
Culcup jelas.
Pasal 18
Ayat 1 :
Yang dimaksud dengan “dokumen pendaftran” adalah bagian dari
dokumen kependudulean yang dihasilkan dari proses pendaftaran
penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.
Pasal 19
Culoup jelas.
Paeal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat 1
Culoup jelas.
Avat 2
Yang dimaksud surat keterangan pindah datang adalah surat
keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing
sebagal bukti dirl penpganti 1dentitas
Ayat 3
Culmup jelas.
Azt 4
Culoup jelas.
Pasal 22
Culcup jelas.
Pasal 23
Cukupjelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.



Pasal 27
Ayal 1
Yang dimaksudkan dengan izm lainnya adalah segala bentulk
dokumen yang berhubungan dengan identitas izin tempat tinggal
bersanglaatan
Ayat 2
Culcup jelas.
Avat 3
Culoup jelas.
Avyat 4
Culoup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Culoup Jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Culoup jelas.
Pasal 34
Cukupjelas.
Pasal 35
Cukup ielas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukupjelas.
Pasal 35
Cukup jclas.
Pasal 40
Culmuap jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cultup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 4>
Cukup jelas.
Pasal 46.
Cukup jelas.
Pasal 47
Culoup jélas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
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Pasal 51

Culupjelas.

Posal 2

Cukup jelas.

Pasal 53

Culoup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal &5

Culoup jelas.

Pasal 55

Culcup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.

Pazal €2

Cukupjelas. -

Pasal 63
Culaup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Culcup jelas.

Pasal &7

Cukup jelas.

Pasa] OB

Cukupjelas.

Pasal A9

Culoap jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasval 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Culcup jelas.

Pasal 73
Culcup jelas
Pasul 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 74

Culkup jelas.
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Pasal 7@

Cukup jclas.

Pasal &0

Cukup jelas.

Pasal 81 .

Cukup jelas.

[asal 82

Culoup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 8%

Cukup j-El.;'ElS )

Pasal 85

Culap jelas.

FPasal 87

Culaup jelas.

Pagal 88

Cukup jelus.

Pasal &9

Cukup jelas.

Pagal o0

Cukup jelas.

Pagal 91

Culcup jelas.

Paszl ©2

Cukupjelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jclas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasul 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 9%

Culayp jelas.

Pasal 100

Cukupjelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
Cultup j€las
Pasal 103

Culkup jelas.

Pasal 1041

Culup jelas.

Pasal 105

Cuktup jclas.

Pazal 106

Culaup jelas.
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Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Culnup jelas.

Pasal 111

Cukupjelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cuioup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Culaap jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR HOZ
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